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Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh 
diperbanyak tanpa ijin dan biaya. 

UDC(OSDCF) 630*907.11 UDC(OSDCF) 630*61 
Handoyo Indra Gumay Fehryano, Didik Suharjito, Dudung Darusman, 

Resolusi Konflik di Taman Nasional Tesso Nilo Riau, Cecep Kusmana, & Aceng Hidayat 

Indonesia: Tinjauan Relasi Pemangku Kepentingan Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di 

Jurnal Analisis Kehijakan Kehutanan VoL 12 No.2, hal. 89 Kabupaten Pesawaran, ProvinsiLampung, Indonesia 

104 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No.2, hal. 125

Konflik di Taman Nasional Tesso Nilo (!NTN) melihatkan 142 

hanyak aktor, skenario dan kepentingan yang mengancam Politisasi lingkungan telah mengakibatkan terjadinya 
keberadaannya sebagai kawasan konservasi ekosistem gajah degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal. 
sumatera. Kajian ini menemukan signifikansinya ketika dapat Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan 
mengurai para aktor dan memberi pendekatan pengelolaan menjelaskan aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi dalam 
relasinya dengan power stakeholders analYSis (PSA). Aktor yang pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terlibat konflik adalah: TNTN, masyarakat setempat, kebijakan pemerintah kabupaten tidak berjalan dengan baik 
masyarakat pendatang, pemodal kebun sawir, koperasi, dan efektif ketika pengusaha mampu mengkonversi 
oknum aparat, pemerintah daerah, penegak hukum dan mangrove. Oleh karena itu, perlu dikembangkan jejaring yang 
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Manajemen relasi yang lebih luas melalui kolaborasi agar dapat mendorong kebijakan 
ditawarkan, TNTK mengambil kebijakan bertahan dari pemerintah kabupaten yang lebih berpihak pada pengeIolaan 
pemodal kebun sawit yang berinvestasi di kawasan. mangrove secara lestari, menjalin relasi dengan pengusaha, 
Masyarakat setempat dan pendatang berpotensi tinggi namun pengembangan kelembagaan lokal, dan menciptakan peluang 
kekuasaannya rendah sehingga TNTN perlu meningkatkan dalam peningkatan alternatif mata pencaharian masyarakat; 
kapasitasnya untukmengelolakawasan. sehingga akan menurunkan tekanan terhadap mangrove. 

Katakunci: Konflik kepentingan, Taman Nasional Tesso Kata kunci: Aktor, relasi kekuasaan, akses, politik ekologi, 
Nilo, PowerStakeholdersAnafysiJ·. mangrove. 

UDC(OSDCF) 630*903 UDC(OSDCF) 630*945.4 
Fitri Nurfatriani, Dudung Darusman, Dodik Ridho Kirsfianti L Ginoga 
N urrochmat,& Ahmad Erani Yustika 

Kebijakan Revitalisasi Pelayanan Penelitian dan Pengem
Analisis Pemangku Kepentingan dalam Transformasi bangan Berbasis Teknologi Informasi di Pusat Penelitian dan 
Kebijakan Fiskal Hijau Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan 

Jurnal i\nalisis Kebijakan Kehutanan VoL 12 No.2, hal. 105 Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No.2, hal. 143
124 158 

Untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari diperlukan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 dan Peraturan Men
pergeseran ke arah kebijakan fiskal hijau yang memposisikan teri Kehutanan No. 92/Menhut-IT/2014 tentang jenis dan 
manfaat hutan secara menyeluruh. Sebagai penyiapan kerang tarif penerirnaan bukan pajak Kementerian Kehutanan 
ka kebijakan fiskal hijau diperlukan analisis pemangku menjadi salah satu motivasi untuk melakukan kebijakan 
kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal revitalisasi pelayanan penelitian dan pengembangan berbasis 
hijau.. Dari hasil analisis diperoleh 18 pemangku kepentingan, teknologi informasi. Kebijakan revitalisasi ini diharapkan 
berdasarkan kategori terdiri atas empat kryplq,et'S, satu context dapat meningkatkan: a) efekrlv1tas, efisiensi dan nilai tambah; 
setter, duabelas sHiject dan sam crowd U ntuk itu perlu strategi b) profesionalitas sesuai prinsip-prinsip tatakelola yang baik 
untuk mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dan c) menghindari overlapping penelitian tentang perubahan 
melalui peningkatan kolaborasi dan kerjasama antara SHiject iklim. Hasil gap analisis menunjukkan revitalisasi pelayanan 
dan kry players dalam bentuk kerjasama antara pemerintah masih membutuhkan seperangkat pembaruan, baik teknis 
pusat dan daerah dalam perwujudan kebijakan fiskal hijau dan maupun administrasi seperti merancang dan mendesain web 
praktek pengaturan kebijakan fiskalkehutanan saatini. baru serra membuat berbagai SOP untuk monitoring dan 

Katakunci: Fiskal hijau, kebijakan fiskal kehutanan, 
pemangku kepentingan, kebijakan. 

evaluasi pelayanan. Analisis stakehoder melalui serangkaian 
diskusi kelompok terfokus menunjukkan bahwa terdapat 
banyak stakeholder yang merupakan promoters revitalisasi yang 



memerlukan kerja sama intensif, elisusul dengan defenders yang 
memerlukan informasi pelayanan berkala. Stakeholder latent 
dalam program ini relatif sangat minimal. Hasil pengamatan 
eli Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan 
Kebijakan menunjukkan, dalam jangka pendek jumlah 
pengguna dan kegiatan kelitbangan setelah revitalisasi 
kebijakan pada bulan September 2014 meningkat 143% dan 
400% elibanelingkan dengan bulan September 2013; pada 
bulan Oktober 2014 merungkat sebesar 300% dan 500% 
elibanelingkan Oktober 2013. Budaya pelayanan eliharapkan 
menjaeli kebiasaan internal dan eksternal serta menjaeli 
kebutuhan semua stakeholder: 
Katakunci: Kebijakan revitalisasi, produk litbang, IT, 

stakeholder; gap analisis. 

UDC(OSDCF) 630*907.11 
Amir Mahmud, Arif Satria, & Rilus A. Kinseng 

Analisis Sejarah dan Pendekatan Sentralisasi dalam Penge
lolaan Taman N asional Bali Barar 

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No.2, hal. 159
172 

Tata kelola sumber daya alam terutama Kawasan Konservasi 
masih berada eli bawah kontrol pemerintah pusat, meskipun 
pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) juga merniliki 
peran/kewenangan tertentu eli era desenrralisasi. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis sejarah Taman Nasional Bali Barat 
(INBB) dan pengelolaannya. Hasilnya menunjukkan bahwa 
TNBB berasal dad kawasan suaka margasatwa dan 
pengelolaannya di bawah kewenangan Kementerian 
Kehutanan eli pusat. Di era desenrralisasi, pemerintah daerah 
(provinsi dan kabupaten) merniliki peran seperti dalam 
perencanaan taman nasional. Pada era ini pula masyarakat 
dapat memanfaatkan sumber daya melalui pengembangan 
pariwisata dan terseelianya zona rraelisional bagi nelayan. Bagi 
nelayan, zonasi 201 0 Iebih balk daripada zonasi sebelumnya. 

Kata kund: Pendekatan sentralisasi, sejarah TNBB, institusi 
pengelolaan kelautan. 

UDC(OSDCF) 630*914 
Deden Djaenuclin, Elvida Yosefi Suryandari, & Aneka 
Prawesti Suka 

Strategi Penurunan Risiko Kegagalan Implementasi Pe
ngurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan: 
Stueli Kasus eli Merang, Provinsi Sumatera Selatan 

JurnalAnalisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No.2, hal. 173
188 

Implementasi REDD+ eli Indonesia masih dalam fase 
persiapan dengan berbagal ketidakpastian. Tulisan ini 
bertujuan menyeeliakan a1ternatif strategi penurunan tingkat 
risiko kegagalan. Stueli dilakukan eli Merang, Provinsi 
Sumatera Selatan. Kajian ini mengidentifikasi sumber 
ketidakpastian, tingkat risiko dan dampaknya terhadap 
kinerja proyek. Sumber ketidakpasrian yang dihadapi adalah 
kegiatan perladangan oleh masyarakat, kebutuhan 
pemukiman, banyaknya pencari kayu, tenurial dan kebakaran 
hutan. Tingkat risiko yang terjadi adalah sedang. Strategi 
penurunan risiko dapat dilakukan dengan pencadangan areal, 
menjadikan lokasi proyek sebagai kawasan lin dung, 
mengurangi konflik lahan, penerapan mekarusme disinsentif 
dan pembayaran yang jelas, dan pengoptimalan pemanfaatan 
co-benefit. 

Kata kunci: REDD+, ketidakpastian, risiko kegagalan, 
strategi, Merang. 

UDC(OSDCF) 630*504.03 
Yanto Rochmayanto 

Tingkat Kerentanan Masyarakat terhadap Perubahan Iklim 
pada Ekosistem Pegunungan: Kasus eli Gunung Talang 
Kabupaten Solok, Sumatera Barat 

Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 12 No.2, hal. 189
201 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui ringkat kerentanan 
masyarakat pada ekosistem pegunungan terhadap perubahan 
iklim. Penelitian dilaksanakan eli riga nagari eli Kabupaten 
Solok, Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Salayo Tanang Bukit 
Sileh, Air Batumbuk, dan Air Dingin. Data primer dan 
sekunder eliambil melalui observasi dan wawancara dengan 
30 responden eli setiap nagari, kemuelian elianalisis dengan 
metode analisis desktiptif dan skoring. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semua nagari memiliki tingkat 
kerentanan tinggi terhadap longsor. Faktor utama 
pembentuk kerentanan pada ekosistem pegunungan adalah 
faktor infrasrruktur, ekologi, dan ekonomi. 

Kata kund: Kerentanan masyarakat, perubahan ikIim, 
ekosistem pegunungan. 
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UDC(OSDCF) 630*907.11 UDC(OSDCF) 630*61 
Handoyo Indra Gumay Febryano, Didik Suhar/ito, Dudung Darusman, Cecep 

Conflicts &isolution in Tesso Nilo National Park Riau, Indonesia: Msmana, & AcengHidayat 

Study of Stakeholder&ilationships Actors and Power &ilation in Mangrove Management in Pesawaran 

Journal of PolicyAnafysis Vol. 12 No. 2,p. 89-104 
&igency, LampungProvince, Indonesia 

Conflict in Tesso Nilo National Park (INNP) involves many actors, 
Journal of Forestry Policy Anafysis Vol. 12 No. 2,p. 125-142 

scenarios and interests that threaten the existence of the Sumatran Politicization ofenvironment has led to environmental degradation and 
elephant ecosystem. This studyfinds it significance when it can identify community marginalization Thepurpose of this research is to elucidate 
the actors andprovide its relationship management approaches through and verify actors andpower relation occurred in mangrove management. 
PowerStakeholderAnafysis (PSA). Actors involvedare: Th'Np, local &isearch results show thatpolicies of regencygovernment did not run well 
communities, migrant communities, investors of palm plantations, nor effective, as businessmen are able to converse mangrove. Accordingfy, 
cooperatives, localpolice officers, localgovernment, law enforcement and it is necessary to develop larger network through collaboration in orderto 
Non-Governmental Organizations (NGOs). INNP policy is to drit'f regency governmentpolicies to support mangrove management in a 
whitstand from oil palm plantations investment in the region. ucal more sustainable way, building relation with businessmen, development 
communities andmigrants have highpotentialbut lowpower so INNP of local community organization, and creating opportunities in 
needs in term of term ofimproveitscapacity to manage the area. improt~ngpeople's lit'elihoodalternatives; so itwillreduce thepressure on 

Krywords: Conflict of interests, Tesso Nilo National Park, Power 
mangroves. 

StakeholderAnalysis. Keywords: Actors, power relation, access, political ecololf), mangrove. 

UDC(OSDCF) 630*903 
Fitri Nuifatriani, Dudung Darusman, Dodik FJdho Nurrochmat, & 
Ahmad Erani Yustika 

StakeholderAnafysis in Green Fiscal Policy Transformation 

Journal of Forestry Policy Anafysis VoL 12 No.2, p. 105-124 

To support the sustainable forest management, it needs a shift in the 
direction offorestfiscalpolicy to thegreenfocalpolicy whichpositioning 
the benefits offorests as awhole. As thepreparation ofgreenfiscalpolicy 
framework it is required an anafysis of the involved stakeholders in the 
formulation ofgreenfocalpolicy. The anafysis results show thatthere are 
18 involved stakeholders, consists offour keyplayers, one context setters, 
twelve subjects and one crowds. Therefore, it needs a slratelf) to increase 
cooperation and effective collaboration bem'een central and local 
governments in implementing currentfiscalpolicy onfore.rtry. 

Krywords: Green fisca4 forestry fiscal policy, stakeholder; policy. 

UDC(OSDCF) 630*945.4 
KirsftantiL Ginoga 

&ivitalization of &isearch and Development Services Based on 
Information Technology in Centre for Climate Change and Policy 
&isearch and Development 

Journal of Forestry PolicyAnafysis Vol. 12 No.2, p. 143-158 

Government &igulation No. 12/2014 and Decree of the Minister of 
Forestry No. P.92/ Menhut-Il/ 2014 concerning the types and rates of 
non-tax tarifffrom Ministry of Forestry are the underfying motivations 
to rewtalize services in research and development through information 
technology (IT). &ivitalizationpolicy is expected to increase effectiveness, 
efficiency, value added, proftssionalism, governance, as well as to avoid 
overlapping research on climate changes in forestry. Using gap and 
stakeholder anafysis, it reveals that a set of technical and administrative 
tools such as an improved web design and various of SOPs formonttoring 
and evaluation of services are still needed. Stakeholder anafysis through 
several focus group discussions also shows that there are mafilJ 
stakeholders who are promoters of revitalization that require intensive 
cooperation, followed by defenders who require periodical information. 
Stakeholder latent in this program is relativefy very minimal 
Observation in Centre for Climate Change and Policy &isearch and 
Development reveals that in the shori term the number of users of 
services and activities of research and development after rnitalization 
policy in September 2014 increased 143 and 400 percent compared to 
the same month in 2013, while in October 2014 increased by 300 and 
500percent, respectivefy compared to October2013. 

Krywords: &ititalization policy, scientific product, IT, stakeholder, gap 
anafysis. 
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UDC(OSDCF) 630*907.11 
Amirlvlahmud,Arif Satria, & RilusA. Kinseng 

HistoricalAnafysis and CentralizedApproach inManagement of Bali 
BaratNatinnalPark 

Journal of Forestry Policy Anafysis Vol 12 No.2, p. 159-172 

lWanagement of natural resources especialfy in conservation area is still 
under control of a centralgovernment, although provincial and regent 
governments have limited role/ authority in the decentraliZfJtion era. The 
research aims to analySJi the historical evolution of Bali BaratNational 
Park (BBNP) and its management. The results show that the BBNP 
was origina/fy set as wildlife reserve and management of BBNP under 
the authority of the Ali.nistry of Forestry (MoF) at centralgovernment. 
In the desentraliZfJtion era, provincial and regent government have 
role/authority such as in nationalpark planning, and also people are 
allowedto develop tourism andjisheries. 

Keywords: History of BBN?, marine management institution, 
centralizedapproach. 

UDC(OSDCF) 630*914 
Deden Djaenudin, Elvida Yosefi Suryandari, & Aneka Prawesti 
Suka 

Failure Risk AllelJiation Strategy of Reducing Emission from 
Deforestation and Forest Degradation Implementation: Case Study in 
Merang, South Sumatra Province 

Journal of Forestry Policy Anafysis Vol. 12 No. 173-188 

Indonesia is still in the REDD+ readiness phase with some 
uncertainties. This study was conducted in Alerang, South Sumatra, 
aims toprovide alternative strategies to alleviate risk levelby scrutiniZing 
the source of uncertainties, risks and theirimpact onprojectperformance. 
Severaluncertainties at site were encroachment activities, expansion of 
residential areas, increasing number of loggers, land tenure issues and 
forestjires. Risk level at theprOject was medium. Strategies to minimize 
them were by:providing buffer area, stating the area as aprotected area, 
reducing land conflicts, appfying an appropriate disincentive and 
paymentscheme, and optimizing utiliifJtion of co-benefits. 

Keywords: REDD+, uncertainty,failure risk, strategy, Merang. 

UDC(OSDCF) 630*504.03 
Yanio Rochmayanto 

Levelof Social Vurnerability to Climate Change at the Mountain Eco!)lstem: Case at Talang Mountain, Solok Regency, West Sumatra 

Journal of Forestry Policy Anafysis Vol, 12 No.2, p. 189-201 

The aim of the study: to determine lJUrnerability level of communities in mountain eco!)lstem to climate change. The study Was conducted in three 
villages in Solak Regent]. West Sumatra Province, namefy: Salayo Tanang Bukit Sileh, Air Batumbuk andAir Dingin. Primary and secondary 
data was collected through observation and interview with 30 respondents in each village and then analized by using descriptive anafysis and scoring. 
The results showed that all tillages have high degree of vurnerability to landslide. The majorfactor in the vurnerability of mountain eco!)lstemformed 
by infrastructure, ecologicalandeconomicfactors. 

Keywords: Social vurnerability, climate change, mountain eco!)lstem. 
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ABSTRACT

Politicization  environment has led to environmental degradation and  marginali .    of  community zation  The purpose of  this 
research is elucidate  mangrove . to and verify actors and power relation occurred in  management Research results show that policies of  
regency id , as mangrove pondsgovernment d  not run well nor effective  businessmen are able to converse into intensive shrimp . NGO and 
community mangrove are making joint efforts to prevent further conversion of  remaining  but they are not strong enough to face the 
access of  businessmen. Accordingly, it is necessary to develop larger network through collaboration in order to  government  drive regency
policies to support  management in a more sustainable way. Another way to carry out is by building relation with businessmen mangrove
through academicians as parts of  the above networking to  businessmen  the importance of mangrove functions and educate about  
advantages not only environmental sustainability but also shrimp in order to achieve aquaculture and people's livelihood sustainability. 
The success of  local greatly assisted the regency in the development of  rural community in its community organization government 
coastal areas. Mangrove conservation can be synergized by creating opportunities in improving people's livelihood alternatives and 
ultimately will reduce the pressure on mangroves.

Keywords: Ac s power relation, access  politic  ecologtor , , al y, mangrove.

ABSTRAK

Politisasi lingkungan telah mengakibatkan  lingkungan terjadinya degradasi  dan marginalisasi masyarakat 
lokal. penelitian untuk   Tujuan ini adalah menguraikan dan menjelaskan aktor dan relasi kekuasaan yang terjadi 
dalam pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kabupaten tidak 
berjalan dengan baik dan efektif  ketika pengusaha mampu mengkonversi mangrove menjadi tambak udang 
intensif. LSM dan masyarakat berupaya menggalang kekuatan untuk mencegah konversi terhadap mangrove yang 
tersisa, namun belum cukup kuat menghadapi akses pengusaha. Oleh karena itu, perlu dikembangkan jejaring 
yang lebih luas agar dapat dorong kebijakan pemerintah kabupaten yang lebih berpihak melalui kolaborasi men  
pada pengelolaan mangrove secara lestari. Cara menjalin relasi dengan pengusaha lain dapat ditempuh dengan 
melalui tersebut sehingga dapat mendorong kesadaran akademisi yang merupakan bagian dari jejaring  pengusaha 
tentang pentingnya  keberlanjutan budidayafungsi dan manfaat mangrove terhadap kelestarian lingkungan dan  
udang . Keberhasilan kelembagaan lokal sangat membantu pemerintah  serta mata pencaharian masyarakat
kabupaten dalam pembangunan masyarakat pedesaan di wilayah pesisirnya. Konservasi mangrove dapat 

mailto:indragumay@yahoo.com,
mailto:dsuharjito@gmail.com,
mailto:dudungdarusman@gmail.com
mailto:a.hidayat.esl@gmail.com


126

I.  PENDAHULUAN

Kajian mengenai degradasi lingkungan telah 
memperoleh perhatian selama beberapa dekade 
terakhir. Degradasi yang terjadi sangat terkait 
dengan konflik pengelolaan sumberdaya alam di 
mana ruang lingkup dan besarnya semakin 
meningkat dan intensif  (Escobar  1998) sehingga ,
resolusinya menjadi sangat sulit (Gritten .  et al ,
2009). Konflik tersebut dapat menjelaskan 
kepentingan, kekuatan dan kerentanan berbeda 
dari kelompok sosial berbeda yang didasari oleh 
keprihatinan terhadap keadilan sosial dalam 
pemanfaatannya (Turner  2004).,

Pemahaman tentang politisasi lingkungan di 
negara berkembang dapat ditemukan dalam 
analisis relasi kekuasaan (Bryant  1998) dan telah ,
menjadi fokus analisis dan metodologi dari politik 
ekologi (Escobar  2006). Perspektif  tersebut ,
menjadi bidang kajian yang mempelajari aspek-
aspek sosial politik pengelolaan lingkungan 
dengan asumsi pokok bahwa perubahan 
lingkungan tidak bersifat teknis tetapi politis, 
melibatkan aktor-aktor yang memiliki ke-
pentingan, baik pada tingkat lokal, regional 
maupun global (Bryant & Bailey  1997).,

Konflik lingkungan yang diakibatkan oleh 
relasi kekuasaan tidak setara juga muncul dalam 
pengelolaan mangrove. Hal ini terlihat dari kom-
pleksitas perencanaan dan pengelolaannya yang 
sering tercermin dalam kebijakan pemerintah 
(Walters .  2008). Konversi mangrove menjadi et al ,
tambak udang merupakan isu penting karena 
potensi keuntungan yang besar (Armitage  2002) ,
dan dampak negatif  yang ditimbulkan terhadap 
ekosistem pesisir dan masyarakat di sekitarnya 
(Environmental Justice Foundation  2003). ,
Selama tahun 1990-an budidaya udang telah 
mengakibatkan degradasi mangrove di banyak 
negara berkembang (Cruz-Torres  2000).,

Penelitian mengenai aktor dan relasi kekuasa-
an dalam pengelolaan mangrove sangat penting 
karena dapat memberikan penjelasan bagaimana 

pemanfaatan sumberdaya yang tidak adil antar 
aktor menimbulkan degradasi sumberdaya dan 
marginalisasi masyarakat lokal di mana hal ini 
diakibatkan oleh relasi kekuasaan tidak setara di 
antara aktor-aktor tersebut. Penelitian difokuskan 
pada kajian mengenai proses-proses yang terjadi 
dalam konversi mangrove menjadi tambak udang 
intensif  yang terjadi di kawasan lindung yang 
berada di luar kawasan hutan negara. Oleh karena 
itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
relasi kekuasaan antar aktor dalam pengelolaan 
mangrove. Pengetahuan dan pemahaman tersebut 
akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait 
dalam membuat suatu rekomendasi pengelolaan 
mangrove yang adil, sejahtera dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN  

A. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan fe-
nomena pengelolaan mangrove yang dikonversi 
menjadi tambak udang intensif  melalui perspektif  
politik ekologi. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan berorientasi aktor dari Bryant & 
Bailey (1997) yang dapat mengeksplorasi secara 
lebih mendalam posisi dan peran, kepentingan 
serta tindakan dari berbagai aktor yang berbeda. 
Karena pendekatan tersebut belum secara jelas 
dan rinci menerangkan bagaimana tindakan yang 
dilakukan oleh aktor, maka pendekatan tersebut 
selanjutnya dikombinasikan dengan teori akses 
dari Ribot & Peluso (2003). Akses merupakan 
kemampuan untuk memperoleh manfaat dari 
sesuatu, termasuk obyek material, orang, kelem-
bagaan dan simbol. Kemampuan tersebut terkait 
dengan kekuatan atau kekuasaan. Kekuasaan 
melekat dan dilaksanakan melalui berbagai 
mekanisme, proses dan relasi sosial di mana 
penguasaan teknologi, modal, pasar, tenaga kerja 
dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, 
kewenangan, identitas sosial dan relasi sosial 
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( ) akan memengaruhi tingkat akses bundle of  power
ke sumberdaya. Semakin besar kekuasaan yang 
dimiliki aktor, maka semakin besar aksesnya ke 
sumberdaya mangrove.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Januari sam-
pai dengan Juni 2013 di Kabupaten Pesawaran, 
Provinsi Lampung (Gambar 1). Kabupaten 
Pesawaran merupakan wilayah pemekaran dari 
Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007. 
Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak 
pada koordinat 104,92°-105,34° BT dan  5,12°-
5,84° LS, dengan luas wilayah sebesar 1.173,77 
km  dan secara administratif  terbagi dalam 2

sembilan kecamatan, dengan tiga kecamatan 
terletak di wilayah pesisir, yaitu: Kecamatan 
Padang Cermin, Kecamatan Punduh Pidada dan 
Kecamatan Marga Punduh (B P Sadan usat tatistik 
Kabupaten , Pesawaran  2013).

C. Pengumpulan  Datadan Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  
dan metode yang digunakan adalah studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 
cara, yaitu: wawancara mendalam, pengamatan 
terlibat dan analisis dokumen. Informan kunci 
terdiri dari pengusaha tambak udang intensif  
(14 orang), pengurus organisasi Shrimp Club 
Indonesia, Provinsi Lampung (3 orang), 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran (15 orang), 
LSM Mitra Bentala (3 orang), masyarakat (46 
orang), kelembagaan lokal/Badan Pengelola 
Daerah Perlindungan Mangrove (5 orang) dan 
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (5 
orang). Data yang terkumpul dianalisis meng-
gunakan pendekatan berorientasi aktor dari 
Bryant & Bailey (1997) untuk mengkaji posisi 
dan peran, kepentingan serta tindakan aktor 
yang terlibat. Tindakan aktor diuraikan lagi 
secara lebih rinci menggunakan teori akses dari 

Gambar 1  Lokasi penelitian. .
Figure 1  Research site. .

Sumber ( ):  .Source Febryano (2014)
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Ribot & Peluso (2003) yang mengekplorasi dan 
mengkaji mekanisme dan bentuk relasi 
kekuasaannya, yaitu: teknologi, modal, pasar, 
tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, 
pengetahuan, kewenangan, identitas sosial dan 
relasi sosial. 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Industrialisasi Tambak Udang 

Pengusahaan tambak udang di Kabupaten Pe-
sawaran telah dimulai sekitar tahun 1980-an, 
ketika wilayah tersebut masih bergabung dengan 
Kabupaten Lampung Selatan. Saat itu usaha 
tambak masih dilakukan secara tradisional dengan 
mengandalkan luas lahan (secara ekstensif), di 
mana luas kolam berkisar antara 0,5-2 ha dan jenis 
yang dibudidayakan adalah udang windu (Penaeus 
monodon). Pengusahaan tambak udang secara semi 
intensif  dan intensif  mulai dilakukan sekitar akhir 
1990-an, seiring dengan menurunnya hasil panen 
akibat merebaknya penyakit yang menyerang 
udang. Petambak kemudian membudidayakan 
jenis udang putih ( ) yang Litopenaeus vannamae  
dianggap lebih tahan terhadap penyakit, dengan 
luas kolam berkisar antara 0,25-0,3 ha. 
Pembangunan tambak udang dilakukan 
pengusaha dengan mengkonversi lahan-lahan 
mangrove, baik sebagian maupun secara 
keseluruhan.

Konversi mangrove menjadi tambak udang 
in-tensif  yang semakin meningkat dari tahun ke 
tahun telah mengakibatkan per ubahan 
lingkungan yang bersifat masif  di wilayah pesisir 
Kabupaten Pesawaran. Degradasi mangrove telah 
meningkatkan abrasi, intrusi air laut ke daratan, 
hilangnya perlindungan alami dari hempasan 
angin dan gelombang laut, musnahnya habitat 
berbagai jenis ikan, biota laut, berbagai jenis satwa 
dan lain-lain (Badan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup Daerah Provinsi Lampung  2011). ,
Degradasi mangrove juga mengakibatkan 
masyarakat semakin termarginalkan karena 
semakin sulit memenuhi kebutuhan hidupnya dari 
mangrove, seperti kayu bakar dan kayu ba-
ngunan. Musnahnya tempat mencari makan, 
memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan, 

udang, kerang, dan biota laut lainnya sangat ber-
dampak pada masyarakat yang berprofesi sebagai 
nelayan. Hal ini diperparah oleh pencemaran per-
airan yang disebabkan oleh pembuangan limbah 
sebagian besar tambak udang tanpa melalui proses 
pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya hasil tang-
kapan nelayan semakin menurun sehingga 
memaksa nelayan untuk mencari ikan hingga ke 
tengah laut.

Keberadaan tambak udang intensif  
berdampak pula terhadap kerusakan lingkungan 
di sekitarnya. Selain mencemari perairan, sebagian 
tambak udang yang berdekatan dengan lahan 
milik masyarakat berakibat terhadap rembesnya 
air laut di kolam ke lahan di sekitarnya sehingga 
sawah tidak dapat ditanami dan air sumur ikut 
tercemar. Sejumlah sawah juga mengalami 
kesulitan air akibat tertimbunnya saluran irigasi 
dan ada pula lahan pertanian yang terendam air 
akibat tertutupnya saluran pembuangan oleh 
keberadaan tambak udang. Pembangunan tambak 
telah menggerus habis kawasan perbukitan yang 
berdekatan untuk menimbun lahan mangrove. 
Penggunaan alat-alat berat dan rusaknya drainase 
jalan akibat kegiatan tersebut telah membuat 
fasilitas jalan umum menjadi rusak parah. Ke-
beradaan tambak juga membuat akses masyarakat 
menuju ke laut menjadi lebih sulit. Konversi 
mangrove secara masif  dan tercemarnya perairan 
secara tidak langsung telah mengikis budaya ma-
syarakat setempat yang mayoritas adalah masya-
rakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari 
laut. Informan mengungkapkan:
“Lingkungan pesisir di tempat kami terus dieksploitasi 
pengusaha tanpa ada tanggung jawab sedikitpun dari 
mereka. Mangrove hancur sama tambak. Nelayan sulit 
mencari ikan. Sawah dekat tambak juga banyak yang 
tidak bisa ditanam lagi. Jalanan rusak oleh alat-alat 
berat. Tambak yang dikembangkan di wilayah kami 
tidak memberikan manfaat bagi warga sekitar”.

Kabupaten Pesawaran memiliki luas mang-
rove sebesar 838,653 ha (Saputro .  2009). Luas et al ,
tersebut dari tahun ke tahun mengalami pe-
nurunan akibat dikonversi menjadi tambak udang 
oleh pengusaha. Dalam kurun waktu 2007-2011 
saja telah terjadi peningkatan luas tambak udang 
sebesar 32,23%, di mana pada tahun 2011 sebagi-
an besar tambak udang atau 77,96% diusahakan 
secara intensif  (Tabel ). Permasalahan tersebut 1
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Tabel 1  Perkembangan tambak udang di Kabupaten Pesawaran.
Table 1  Development of  shrimp  in Pesawaran Regency. ponds

Potensi, pemanfaatan, & sistem 
budidaya  (Potential, utilization &  

culture systems)  

Luas tambak  (Ponds size) (ha)  Jumlah 
pengusaha 
(Number of  
businessmen)  

Kecamatan  
Padang Cermin  
(Padang Cermin 

District)  

Kecamatan  
Punduh Pedada  
(Punduh Pedada 

District)  

Jumlah (Total)  

2007*  2010**  2007*  2010**  2007*  2010**  2007*  2010**
Potensi (Potential)  360,00  380,00  390,00  455,00  750,00  835,00    
Pemanfaatan  (Utilization)  :          
- Lahan (Land)  254,00  307,80  234,90  332,45  488,90  640,25    
- Tambak (Pond)  175,40  230,00  168,55  224,80  343,95  454,80    
Sistem budidaya  (Culture systems):          
- Intensif  (Intensive)  135,90  177,80  121,05  176,75  256,95  354,55  39  40
- Semi intensif  (Semi-intensive)  15,00  31,70  20,00  29,55  35,00  61,25  9  10
- Tradisional/tidak operasional  (Traditional/not operational)  

24,50  20,50  27,50  18,50  52,00  39,00  14  13

Jumlah (Total) 175,40 230,00 168,55 224,80 343,95 454,80 62 63
Keterangan ( ):Note
Kecamatan Punduh Pedada dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu: Kecamatan Punduh Pedada dan Kecamatan Marga 
Punduh pada tahun 2012 (Punduh Pedada District has been divided into two districts, namely: Punduh Pedada District and Marga Punduh 
District in 2012).
Sumber ( ): Source
* = Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran (2008); ** = Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesawaran 

(2011).

tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di ting-
kat nasional maupun internasional. Noor . et al
(2006) menyatakan bahwa hilangnya mangrove 
di Indonesia terutama disebabkan oleh pem-
bangunan tambak, di mana terjadi penambahan 
areal tambak lebih dari 350% dalam kurun waktu 
20 tahun (1982-2002). Hal ini diperkuat oleh 
pernyataan Valiela . (2001) bahwa tambak et al
udang berkontribusi sebesar 38% dari deforestasi 
mangrove secara global dan 41% dari deforestasi 
mangrove di Asia. Pernyataan tersebut sejalan 
dengan penjelasan Barbier & Cox (2003) bahwa 
pembuatan tambak ikan dan udang merupakan 
penyebab utama deforestasi mangrove walaupun 
menurut Walters . (2008) dan Bosire . et al  et al
(2008) mangrove mempunyai fungsi dan manfaat 
yang sangat penting untuk mendukung kehi-
dupan di daerah pesisir.

B. Aktor dan Relasi Kekuasaan

Aktor-aktor yang terlibat langsung dalam 
pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran 
adalah: Pemerintah Kabupaten Pesawaran, 
pengusaha tambak udang intensif, LSM Mitra 
Bentala dan masyarakat/organisasi masyarakat 

(salah satunya adalah kelembagaan lokal Badan 
Pengelola Daerah Perlindungan Mangrove/ 
BPDPM Desa Pulau Pahawang). Setiap aktor 
memiliki kepentingan yang berbeda terhadap 
keberadaan mangrove, baik secara sosial, ekonomi 
maupun ekologi; begitu pula dengan kekuasaan 
yang dimilikinya. Perbedaan kepentingan dan 
kekuasaan antar aktor merupakan sumber konflik 
dalam pengelolaan mangrove di wilayah tersebut 
karena masing-masing aktor berusaha me-
manfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk kepen-
tingannya.

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran
Pemerintah Kabupaten Pesawaran merupa-

kan aktor yang memiliki kewenangan dalam me-
ngelola sumberdaya alam, mulai dari perumusan 
kebijakan, pelaksanaan hingga pengawasan dan 
pengendalian. Sebagai agen pembangunan, Peme-
rintah Kabupaten Pesawaran memiliki tujuan 
pragmatis yaitu menciptakan pendapatan asli 
daerah (PAD) sehingga menarik investasi dengan 
berkolaborasi dengan investor berupa pemberian 
izin-izin pemanfaatan sumberdaya alam, termasuk 
sumberdaya mangrove. Kolaborasi tersebut telah 
meningkatkan status satu aktor yaitu pengusaha, 
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namun di sisi lain menurunkan status aktor lainnya 
yaitu masyarakat dalam mengakses sumberdaya 
mangrove. Akibatnya, kebijakan tersebut 
memarginalkan hak-hak masyarakat lokal 
terhadap sumberdaya mangrove di wilayahnya 
secara politik dan ekonomi, sehingga mencipta-
kan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masya-
rakat itu sendiri.

Peran Pemerintah Kabupaten Pesawaran 
sebagai agen pembangunan mengakibatkan 
konflik kepentingan dengan perannya sebagai 
pelindung sumberdaya alam. Hal ini terlihat dari 
timbulnya tumpangtindih kewenangan, terutama 
antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan serta Kantor 
Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran. Satu 
instansi menghendaki tujuan ekonomi dan 
pemanfaatan sumberdaya mangrove, sementara 
instansi lainnya menghendaki kelestarian 
lingkungan. Kabupaten Pesawaran belum 
memiliki peraturan daerah yang secara khusus 
mengatur pengelolaan mangrove di wilayahnya 
yang berada di luar kawasan hutan negara, tetapi 
ada beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Pesawaran yang terkait dengan fungsi lindungnya 
(Tabel ). Berdasarkan Peraturan Daerah 2
Kabupaten Pesawaran No. 4 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031 
mangrove telah ditetapkan sebagai kawasan 
perlindungan setempat berupa kawasan 
sempadan pantai sejauh 100 meter dari titik 
pasang tertinggi tetapi di sisi lain RTRW tersebut 
juga menetapkan wilayah pesisir sebagai kawasan 
budidaya perikanan.

Walaupun Kebijakan Pemerintah Kabupaten 
Pesawaran telah mengakomodir fungsi lindung 
dari mangrove, namun implementasi kebijakan-
nya ternyata lebih mendukung intensifikasi tam-
bak udang dibandingkan pelestarian mangrove. 
Informan mengungkapkan:
“Peluang usaha tambak udang memiliki potensi cukup besar karena 
hasil budidayanya memiliki potensi ekspor sehingga dapat 
menghasilkan untung yang tinggi. Kami membuka peluang bagi 
investor yang akan menanamkan modal usahanya di daerah ini dan 
untuk perizinannya akan diupayakan semudah mungkin. Tetapi 
bukan berarti membebaskan investor untuk merusak lingkungan. 
Pengusaha harus memerhatikan kelestarian lingkungan tempat 
usahanya”.

Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Pesawaran terkesan kurang peduli 
dengan keberadaan mangrove di wilayahnya. 
Informan mengungkapkan:
“Mangrove di Kabupaten Pesawaran bukan termasuk kawasan re-
gister yang dikuasai pemkab, tetapi sudah lama menjadi milik ma-
syarakat setempat. Alih fungsi mangrove menjadi tambak semakin 
meningkat akibat (lahan mangrove) dijual kepada pihak lain. 
Tanah-tanah di sana hampir semua dikuasai investor. Pemkab tidak 
memiliki hak untuk melarang para pemilik tanah untuk tidak 
mendirikan tambak atau sejenisnya. Kami sulit melakukan 
tindakan, kecuali itu kawasan register”.

Implementasi  kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran tersebut juga terkait 
dengan kualitas aparat pemerintahannya. Sering 
bergantinya pimpinan pada instansi terkait yang 
tidak memiliki latar belakang di bidang lingkungan 
hidup memengaruhi kepedulian instansi tersebut 
secara keseluruhan untuk melakukan pengelolaan 
mangrove secara lestari. Kepedulian terhadap 
pelestarian lingkungan dari kepala daerah dan 
anggota legislatif  yang dipilih secara langsung 
oleh rakyat turut memengaruhi keberlanjutan 
pengelolaaan sumberdaya alam, khususnya 
mangrove. Ketidakpedulian menimbulkan anca-
man yang sangat serius terhadap aspek-aspek 
ekonomi, ekologi dan sosial berupa ketidakjelasan 
kebijakan, kekosongan regulasi, dominasi pemilik 
modal, kerusakan sumberdaya mangrove, 
marginalisasi masyarakat lokal dan lain-lain. 
Keuntungan ekonomi berupa Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang didapat Pemerintah Kabu-
paten Pesawaran tidak sebanding dengan risiko 
kerusakan ekologi dan kerugian sosial yang 
muncul akibat konversi mangrove di wilayahnya.

Operasionalisasi tambak udang membutuh-
kan persyaratan perijinan yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran, termasuk per-
ijinan yang terkait dengan pengelolaan ling-
kungan. Namun, sebagian besar tambak udang 
dapat beroperasi tanpa memiliki atau tidak sesuai 
perijinan yang berlaku. Perijinan tersebut dikeluar-
kan ketika masih bergabung dengan Kabupaten 
Lampung Selatan dan sebagian lagi dikeluarkan 
setelah dimekarkan menjadi Kabupaten Pesa-
waran pada tahun 2007. Ketika dampak dari 
aktivitas tambak udang dan perijinannya menjadi 
sorotan di media massa pada tahun 2009, 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah 
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Tabel 2  Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang terkait dengan pengelolaan mangrove.
Table . Pesawaran  Government related to mangrove management2 Policy of  Regency that 

No.  Kebijakan  (Policy)  Implementasi  (Implementation)  
1  Perijinan pengusahaan tambak udang:  Instansi yang mengeluarkan 

rekomendasi:  
-  Formalitas  
-  Aktivitas tambak tetap berjalan 

walaupun tidak memiliki 
perijinan atau tidak sesuai 
dengan perijinan  

a.  Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah  Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten Pesawaran  

b.  Rekomendasi Kelayakan Lingkungan 
Hidup  

Kantor  Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pesawaran  

c.  -  Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup  

-  Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup/Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup  

-  Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan   

-  Kantor Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pesawaran  

-  Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi  Lampung  

-  Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup Daerah 
Provinsi  Lampung  d. 

 
Ijin Mendirikan Bangunan 

 
Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Pesawaran

 e. 
 

Ijin Usaha Perikanan 
 

Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten

 
Pesawaran

 f. 
 

Surat Penangkaran dan Budidaya 
Ikan 

 

Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Pesawaran

 g. 
 

Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin 
Gangguan 

 

Asisten II Bupati Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 
Kabupaten Pesawaran

 h. 
 

Ijin Penimbunan dan Penyimpanan 
Bahan Bakar Minyak

 

Asisten II Bupati Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan 
Kabupaten Pesawaran

 i. 
 

Surat Ijin Usaha Perdagangan 
 

Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan 
Penanaman Modal

 
Kabupaten 

Pesawaran
 j. 

 
Tanda Daftar Perusahaan 

 
Dinas Perindustrian, 
Perdagangan, Koperasi dan 
Penanaman Modal

 
Kabupaten 

Pesawaran
 k. 

 
Cara Berbudidaya Ikan yang Baik 

 
Direktorat Jenderal Perikanan 
dan Budidaya, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan 

 2

 
Tim monev tambak

  
Formalitas, implementasi hanya 
berjalan sesaat dan tidak 
berkelanjutan

 3

 

SK Bupati Pesawaran No. 162.B/III. 
06/HK/2009 tentang Badan 
Pengelola Daerah Perlindungan 
Mangrove Kecamatan Punduh 
Pedada Kabupaten Pesawaran

 

 

Formalitas, tidak ada 
implementasi

 

4

 

SK Bupati Pesawaran No. 175/III. 
06/HK/2009 tentang

 

Kelompok 
Kerja  Mangrove Kabupaten 
Pesawaran

 

 

Formalitas, tidak ada 
implementasi

 
5

 

Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang dan 
Wilayah Kabupaten Pesawaran 
Tahun 2011-2031

 

Belum ada implementasi
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membentuk Tim Monev Tambak yang bertujuan 
untuk melakukan monitoring dan evaluasi terha-
dap perijinan usaha tambak, pengelolaan 
lingkungan (khususnya limbah tambak) dan 
pengelolaan jalur hijau mangrove, namun kegiatan 
tim ini ternyata hanya berlangsung sesaat dan tidak 
berkelanjutan.

Dari beberapa perijinan pengusahaan tambak 
udang, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah 
(IPPT) dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan 
Hidup sebenarnya dapat digunakan Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran dengan Tim Monev Tam-
bak untuk mendukung kelestarian mangrove. 
IPPT merupakan syarat utama dalam operasiona-
lisasi pengusahaan tambak udang, di mana IPPT 
sendiri mensyaratkan adanya Rekomendasi Kela-
yakan Lingkungan Hidup. Rekomendasi tersebut 
dikeluarkan ketika dokumen Surat Pernyataan 
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(SPPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 
(UKL/UPL) atau Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Amdal) (jenis dokumen tersebut 
tergantung pada luas lahan yang diusahakan) telah 
dimiliki pengusaha. Dampak lingkungan yang 
timbul dari operasionalisasi tambak seharusnya 
sudah diperhitungkan secara matang ketika 
pengusaha sudah memperoleh IPPT. Penetapan 
IPPT dan rekomendasi kelayakan lingkungan 
hidup (termasuk di dalamnya SPPL atau UKL/ 
UPL atau Amdal) seharusnya juga mempertim-
bangkan RTRW Kabupaten Pesawaran yang telah 
memasukkan mangrove sebagai bagian dari kawa-
san perlindungan setempat. Apabila pengusaha 
melakukan pelanggaran, seperti melakukan 
konversi mangrove secara masif  dan pencemaran 
lingkungan akibat aktivitas tambak udangnya, 
maka Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat 
mencabut perijinan dan menghentikan operasi-
onalnya. Selain IPPT dan rekomendasi kelayakan 
lingkungan hidup, Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin 
Gangguan (SITU/HO) dapat juga digunakan 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk 
mengatur keberadaan tambak. Ijin ini mem-
butuhkan persyaratan, salah satunya adalah 
persetujuan dari masyarakat sekitar tambak 
terhadap operasional dan dampak yang 
ditimbulkan oleh aktivitas tambak.

Merujuk SK Menteri Dalam Negeri No. 
188.41/360/IV/Bangda/2008 tentang Pemben-
tukan Tim Pokja Mangrove dan SK Gubernur 
Lampung No. 522/2656/04/2009 tentang Pe-
nanganan Kawasan Mangrove, Bupati Pesawaran 
telah membentuk Tim Pokja Mangrove pada 
tahun 2009 berdasarkan SK Bupati Pesawaran 
No. 175/III.06/HK/2009. Pokja ini melibatkan 
seluruh instansi terkait secara lintas sektoral, 
kalangan akademisi dan LSM. Tugas dan wewe-
nangnya adalah mendorong sinergi pengelolaan 
mangrove, melaksanakan monitoring dan evaluasi 
pengelolaan mangrove, memberikan saran dan 
masukan terhadap berbagai permasalahan pe-
ngelolaan mangrove, mendorong pengembangan 
integrasi data dan informasi pengelolaan 
mangrove, membantu melakukan pembinaan dan 
sosialisasi untuk meningkatkan kepedulian dan 
partisipasi masyarakat dalam pelestarian 
mangrove serta mendorong terbitnya regulasi 
mangrove. Pokja Mangrove pada akhirnya hanya 
menjadi formalitas semata ketika tidak ada sama 
sekali tindakan atau rekomendasi yang dihasilkan. 
Kondisi yang sama juga terjadi dengan pemben-
tukan Badan Pengelola Daerah Perlindungan 
Mangrove Kecamatan Punduh Pedada Kabupa-
ten Pesawaran berdasarkan SK Bupati Pesawaran 
No. 162.B/III.06/HK/2009.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran 
yang lebih berpihak pada intensifikasi tambak 
udang dibandingkan pelestarian mangrove sejalan 
dengan studi yang dilakukan Vandergeest . et al
(1999) dan Huitric . (2002) di Thailand yang et al
menunjukkan bagaimana implementasi, monito-
ring dan penegakan hukum yang sangat lemah 
terhadap industri budidaya udang. Penelitian 
Dewalt . (1996) di Honduras juga menunjuk-et al
kan bahwa ekspansi industri udang diakibatkan 
oleh distribusi dan akses ke sumberdaya mangrove 
yang tidak merata, ketidakpedulian pemerintah, 
lemahnya penegakan kebijakan sosial dan 
lingkungan serta pola pembangunan yang 
didasarkan pada pemanfaatan sumberdaya yang 
tidak berkelanjutan. Hal yang sama terjadi di 
Meksiko, menurut Cruz-Torres (2000) reformasi 
hukum tahun 1990-an telah mengubah industri 
budidaya udang yang mengikuti pola per-
kembangan ekonomi kapitalis.
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2. Pengusaha tambak udang intensif
Implementasi kebijakan Pemerintah Kabu-

paten Pesawaran tidak berjalan dengan baik dan 
efektif  karena dipengaruhi oleh aktor yang memi-
liki kekuasaan paling besar yaitu pengusaha tam-
bak udang intensif. Informan mengungkapkan:   
“Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, seringkali didapati 
aktivitas tambak yang perijinannya telah kadaluarsa, tidak sesuai 
dengan perijinan atau belum memiliki perijinan. Ini sangat merugikan 
pemerintah dan masyarakat, baik dari sisi pendapatan daerah 
maupun lingkungan hidup. Mereka (pengusaha tambak) telah 
diperingatkan agar segera mengurusnya. Jika tidak, bisa saja kami 
merekomendasikan agar itu (tambak) ditutup. Rata-rata mereka 
tidak melakukan penanaman mangrove pada ' ' dan belum green belt
melengkapi izin sehingga kami beri teguran sekaligus rekomendasi 
untuk menanam atau menutup sementara usahanya sampai izin 
tersebut lengkap. Kami berkepentingan dengan keberadaan tambak, 
karena potensial sebagai sumber PAD, sekaligus menggerakkan 
ekonomi masyarakat sekitar”.

Informan lainnya mengungkapkan:
“Kami tidak bisa mencegah pengusaha untuk membabat habis 
mangrove dan menggantinya dengan tambak udang. Mereka bangun 
di lahannya sendiri dan memiliki izin, tetapi tambak yang mereka 
bangun juga menghabisi mangrove yang berada di luar lahan miliknya, 
terutama yang ke arah laut. Ada juga pengusaha yang tidak memiliki 
izin, jadi beroperasi secara liar. Mereka baru sibuk mengurus ijin 
setelah didatangi aparat pemerintah. Pemkab tidak berani 
menghentikan operasional tambaknya”.

Mekanisme akses struktural dan relasional 
yang dijalankan pengusaha memungkinkan 
mengonversi mangrove secara masif  sehingga 
menghilangkan fungsi lindung dari ekosistem 
mangrove. Pengusaha juga mengklaim 
kepemilikan dan mereklamasi lahan mangrove 
yang berdekatan dengan lahan miliknya. Hal ini 
terkait dengan penguasaan teknologi, modal, 
tenaga kerja dan peluang tenaga kerja, 
pengetahuan, identitas sosial dan relasi sosial yang 
memperkuat akses pengusaha ke sumberdaya 
mangrove.

Akses teknologi dapat meningkatkan atau 
memfasilitasi kemampuan pengusaha untuk me-
ngonversi mangrove menjadi tambak udang in-
tensif. Akses tersebut dapat dilihat dari peng-
gunaan alat-alat berat dalam konversi mangrove 
dan pembangunan konstruksi tambak udang yang 
modern serta teknologi budidaya udang yang 
intensif  dan modern seperti penggunaan pompa, 
kincir air, genset, instalasi kelistrikan dan lain-lain. 
Hal ini hanya dapat dilakukan oleh pengusaha 
yang memiliki modal berupa kekayaan finansial 
dan peralatan (termasuk teknologi). Akses modal 

dapat digunakan untuk mengambil alih kepe-
milikan lahan-lahan mangrove dari masyarakat 
melalui proses jual-beli dan memperkuat mekanis-
me akses berbasis hak, seperti pengurusan ser-
tifikat hak milik lahan mangrove dan perijinan 
usaha tambaknya. Nilai lahan dan konstruksi tam-
bak yang terus meningkat setiap tahun dan diper-
kuat dengan sertifikat hak milik membuat inves-
tasi ini memiliki prospek yang sangat mengun-
tungkan dan membuat akses pengusaha terhadap 
modal semakin bertambah besar. Akses modal 
dalam bentuk kredit yang disalurkan oleh lembaga 
keuangan pemerintah maupun swasta turut 
mendukung pengembangan usaha tambak udang 
intensif  yang dilakukan oleh pengusaha.

Akses modal dapat memengaruhi kewena-
ngan aparat instansi terkait dalam pelanggaran 
perijinan pengusahaan tambak. Kondisi tersebut 
memungkinkan pengusaha menjalankan aktivitas 
usaha tambak udangnya dengan mengonversi 
mangrove tanpa mengurus perijinan terlebih 
dahulu. Pelanggaran juga dapat terjadi ketika 
operasional tambak tidak sesuai dengan perijinan 
yang dimiliki. Walaupun melanggar peraturan dan 
perijinan yang berlaku, tidak ada tambak yang 
dihentikan operasionalnya. Masalah perijinan 
akan diurus oleh pengusaha ketika dinas terkait 
atau Tim Monev Tambak datang ke lokasi tambak. 
Paling tidak terdapat sekitar 11 jenis perijinan yang 
dibutuhkan dalam pengusahaan tambak udang di 
Kabupaten Pesawaran (Tabel ). Proses peng-2
urusan, monitoring dan evaluasi perijinan memi-
liki potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang 
oleh oknum-oknum di instansi terkait. Biasanya 
pengusaha mengurus perijinan melalui perantara 
yang akan berhubungan langsung dengan oknum-
oknum tersebut atau meminta bantuan dari 
organisasi petambak udang seperti Shrimp Club 
Indonesia (SCI) Provinsi Lampung. Akses modal 
ikut memengar uhi  kewenangan aparat 
pemerintah setempat, seperti kepala desa dan 
camat. Relasi kekuasaan yang terjalin baik dengan 
kepala desa dan camat memudahkan pengusaha 
dalam pengurusan administrasi perijinan tambak, 
pembuatan surat keterangan tanah dari lahan 
mangrove yang dimilikinya serta dukungan aparat 
pemerintah setempat terhadap keberadaan 
tambak udang di wilayah kekuasaannya.
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Akses modal juga mampu membuat 
pengusaha meredam dengan baik dampak sosial 
dan lingkungan yang muncul akibat aktivitas 
tambaknya. Pengusaha berpartisipasi dalam 
kegiatan sosial dengan tingkatan yang berbeda di 
setiap lokasi, antara lain: pembangunan sarana dan 
prasarana (mesjid, sekolah, balai desa, jalan dan 
lain-lain), memberikan beasiswa, tunjangan hari 
raya serta berpartisipasi dalam perayaan hari besar 
keagamaan, sunatan massal, hari kemerdekaan 
Republik Indonesia dan lain-lain. Kegiatan sosial 
tersebut membuat salah satu pengusaha diangkat 
menjadi tokoh adat oleh masyarakat setempat. 
Kelembagaan adat masih terlihat eksis di beberapa 
lokasi yang turut memengaruhi keberadaan 
sumberdaya mangrove di wilayahnya. Posisi se-
bagai tokoh adat pernah membuat salah satu calon 
kepala daerah meminta bantuan kepada peng-
usaha tersebut untuk memengaruhi masyarakat 
setempat agar memilihnya sebagai kepala daerah.

Akses tenaga kerja dilakukan dengan cara 
mempekerjakan masyarakat setempat pada kegiat-
an budidaya, pemanenan, pembersihan kolam 
pasca panen, tenaga keamanan, juru masak dan 
lain-lain, sedangkan akses pengusaha ke peluang 
tenaga kerja mencakup kemampuan dirinya untuk 
mengelola dan mengembangkan usaha tambak-
nya. Kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja 
dengan keahlian khusus seperti teknisi budidaya 
dan mekanik biasanya didatangkan dari luar 
wilayah. Perekrutan tenaga keamanan yang berasal 
dari masyarakat sekitar tambak merupakan salah 
satu cara yang dilakukan pengusaha dengan me-
manfaatkan identitas sosial dan relasi sosial yang 
dimiliki masyarakat setempat. Biasanya tenaga 
keamanan yang direkrut merupakan tokoh 
masyarakat yang memiliki pengaruh kuat karena 
disegani dan dihormati di desanya sehingga 
gangguan keamanan dari masyarakat setempat 
terhadap aktivitas tambak udang intensif  dapat 
diminimalisir.

Akses pengetahuan dapat dilihat dari wacana 
yang dikembangkan mengenai manfaat tambak 
udang sebagai penggerak ekonomi masyarakat 
pesisir, sumber PAD, dan pembuka wilayah yang 
masih terisolir. Wacana ini membuat keberadaan 
tambak menjadi lebih penting dibandingkan 
keberadaan mangrove sehingga implementasi 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran lebih 

berpihak pada intensifikasi tambak udang. Akses 
pengetahuan juga dapat berupa penguasaan 
pengetahuan budidaya udang secara intensif  dan 
manajemen usaha tambaknya, di mana penge-
tahuan ini terus dikembangkan dan diperkuat 
melalui identitas sosial dan relasi sosialnya.

Akses pengusaha melalui identitas sosialnya 
dapat dilihat dari relasi yang terjalin antara pengu-
saha yang sama-sama berprofesi sebagai petam-
bak udang. Akses ini memungkinkan pengusaha 
saling bekerjasama dalam mengembangkan 
pengetahuan di bidang budidaya udang, mana-
jemen usaha, perijinan dan lain-lain. Di samping 
itu, ada juga wadah organisasi formal yang 
menghimpun para pengusaha tersebut,  yaitu SCI. 
Organisasi ini memfasilitasi anggotanya dalam 
pengurusan perijinan, koordinasi antar pengusaha 
tambak udang, koordinasi dengan pemerintah 
setempat, sertifikasi produk dan lain-lain. Tidak 
semua pengusaha tergabung ke dalam organisasi 
tersebut tetapi mereka tetap menjalin relasi yang 
baik dengan SCI dan sesama petambak udang di 
Provinsi Lampung.

Akses relasi sosial dapat dilihat dari bagai-
mana orang yang memiliki modal tetapi tidak/ 
belum memiliki akses terhadap teknologi, tenaga 
kerja dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, 
identitas sosial dan relasi sosial dalam budidaya 
udang, dapat ikut terlibat dalam bidang tersebut 
melalui relasi sosial dengan pengusaha yang sudah 
terlebih dahulu berkecimpung di bidang tersebut. 
Akses relasi sosial juga terjalin dengan lembaga 
keuangan yang mendukung akses modal sehingga 
memperkuat akses pengusaha ke sumberdaya 
mangrove. Relasi sosial juga terjalin dengan baik 
antara pengusaha dengan pembeli, baik pedagang 
perantara maupun pabrik pengolahan udang. 

3. LSM Mitra Bentala
Dampak aktivitas tambak udang intensif  

serta masalah perijinannya di Kabupaten Pesa-
waran banyak menjadi sorotan di media massa 
antara tahun 2008 sampai dengan 2011. Hal ini 
tidak terlepas dari peran salah satu LSM di 
Provinsi Lampung, yaitu LSM Mitra Bentala. 
Akses teknologi, pengetahuan, identitas sosial, 
dan relasi sosial yang dimilikinya mampu 
menggalang kekuatan dengan membentuk 
jejaring dan kerjasama untuk mencegah konversi 
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terhadap mangrove yang tersisa. Akses pengeta-
huan dilakukan dengan mengembangkan wacana 
mengenai konservasi mangrove dan dampak 
negatif  aktivitas tambak terhadap lingkungan 
pesisir. Wacana ini disampaikan dengan gencar 
melalui akses teknologi, yaitu melalui media massa 
lokal dan nasional, baik cetak maupun .online

Akses identitas sosial dan relasi sosial dilaku-
kan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain 
yang relevan dengan program serta orientasi lem-
baganya, baik lokal, nasional maupun internasi-
onal, antara lain: Yayasan Karya Sosial Pancur 
Kasih, , Wetlands International Asian People's 
Exchange, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 
The European Commisions United Nations Develop-, 
ment Programme Heifer International (UNDP), , 
Sumatra Sustainable Support dan lain-lain. 
Kerjasama tersebut dilakukan untuk mendukung 
kegiatannya dalam memfasilitasi masyarakat di 
Kabupaten Pesawaran dalam pengelolaan 
mangrove secara lestari, salah satunya adalah 
pembentukan dan penguatan kelembagaan lokal 
di Desa Pulau Pahawang, yang diikuti desa-desa 
lainnya, seperti: Desa Gebang, Desa Sukarame, 
Desa Batu Menyan dan Desa Kekatang. 
Perkembangan kelembagaan lokal masih banyak 
menghadapi kendala dan tantangan, terutama dari 
kapasitas SDM dari masyarakat dan dukungan 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang masih 
lemah. Kerjasama juga dilakukan dengan pihak 
swasta, terkait dengan kegiatan tanggung jawab 
sosial perusahaan ( / corporate social responsibility
CSR) dalam pelestarian lingkungan pesisir di 
Kabupaten Pesawaran.

Peningkatan kapasitas masyarakat difasilitasi 
oleh LSM Mitra Bentala bekerjasama dengan 
lembaga-lembaga donor di atas, melalui kegiatan 
pendidikan masyarakat, fasilitasi organisasi atau 
kelompok komunitas, fasilitasi untuk membangun 
kerjasama antar kelompok komunitas dan fasili-
tasi untuk membangun komunikasi antara komu-
nitas dan pemerintah serta lembaga-lembaga yang 
relevan. Fasilitasi oleh LSM Mitra Bentala masih 
diperdebatkan oleh berbagai pihak. Sesuai dengan 
penjelasan Uphoff  dan Buck (2006) bahwa di satu 
sisi LSM adalah organisasi akar rumput yang 
dirancang untuk memecahkan masalah lokal, 
namun di sisi lain LSM dipandang sebagai 
oportunis, dikendalikan oleh donor dan tidak 

efektif. Wijayaratna (2004) berpendapat bahwa 
peran utama LSM adalah untuk memfasilitasi 
penguatan kelembagaan di masyarakat, tanta-
ngannya adalah bagaimana memfasilitasi dan me-
lembagakan sebuah proses di mana masyarakat 
yang akan mengembangkan organisasi lokal untuk 
memenuhi kebutuhannya. Uphoff  dan Buck 
(2006) menyatakan bahwa LSM dapat menekan 
pemerintah agar implementasi program menjadi 
tepat sasaran atau dapat memfasilitasi organisasi 
masyarakat untuk meningkatkan posisi tawarnya.

4. Masyarakat
Konversi mangrove menjadi tambak-tambak 

udang intensif  oleh pengusaha telah mengakibat-
kan degradasi lingkungan dan membuat masya-
rakat setempat menjadi semakin termarginalkan. 
Rendahnya penghasilan masyarakat yang sebagian 
besar berprofesi sebagai petani dan nelayan telah 
mendorong penjualan lahan-lahan masyarakat 
yang berdekatan dengan pantai/mangrove. Kon-
disi ini dipersulit oleh sebagian anggota masyara-
kat yang tidak berpihak pada lingkungan, mengua-
sai kepemilikan lahan-lahan mangrove di wilayah 
tersebut dengan tujuan untuk diusahakan sendiri 
atau dijual kepada investor atau pengusaha. Aki-
batnya sebagian besar lahan mangrove dan lahan-
lahan yang berdekatan dengan pantai/mangrove 
di pesisir daratan Pulau Sumatera beralih kepe-
milikannya kepada pengusaha dan sebagian besar 
dikonversi menjadi tambak udang intensif, se-
mentara yang berada di pulau-pulau kecil sebagian 
dikonversi menjadi vila dan kolam pemancingan.

Penguasaan teknologi, modal, tenaga kerja 
dan peluang tenaga kerja, pengetahuan, identitas 
sosial dan relasi sosial yang sangat terbatas meng-
akibatkan masyarakat semakin termarginalkan 
dalam mengakses sumberdaya mangrove. Akses 
relasi sosial yang lemah terlihat dari belum adanya 
kepercayaan dari lembaga keuangan sehingga 
masyarakat masih sulit mendapatkan modal yang 
dapat digunakan untuk memperkuat penguasaan 
teknologi, tenaga kerja dan peluang tenaga kerja 
serta pengetahuan dalam pemanfaatan sumber-
daya mangrove. Di lain pihak, kepercayaan dari 
beberapa lembaga pemerintah seperti BPDAS 
Way Seputih Way Sekampung dan Balai Penge-
lolaan Hutan Mangrove (BPHM) II mampu mem-
berdayakan masyarakat dalam beberapa kegiatan 
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pembibitan mangrove, walaupun kegiatan ter-
sebut masih bersifat keproyekan. Kepercayaan 
juga diperoleh dari jejaring LSM yang bergerak 
dalam memfasilitasi masyarakat dalam pengelola-
an mangrove secara lestari.

Berangkat dari degradasi mangrove dan 
dampak-nya yang semakin tidak terkendali di 
Kabupaten Pesawaran, khususnya di Pulau 
Pahawang, sejak tahun 1997 masyarakat di pulau 
tersebut difasilitasi oleh LSM Mitra Bentala untuk 
mempertahankan keberadaan mangrovenya. 
Pulau ini merupakan bagian dari pulau-pulau kecil 
yang ada di kawasan Teluk Lampung dengan luas 
sekitar 1.046,87 ha dan me-miliki mangrove seluas 
141,94 ha (Rizani  2007). Pada tahun 2006 LSM ,
Mitra Bentala (bekerjasama dengan The European 
Commisions dan UNDP) bersama masyarakat ber-
hasil mendorong pemerintah desa untuk mem-
bentuk kelembagaan lokal yaitu Aturan Daerah 
Perlindungan Mangrove. Aturan tersebut mem-
bagi mangrove di Pulau Pahawang menjadi zona 

inti, penyangga dan pemanfaatan , me- (Gambar 2)
muat kewajiban dan hal-hal yang diperbolehkan, 
hal-hal yang dilarang serta sanksi yang diterapkan 
secara bertingkat. Untuk menjalankan dan mene-
gakkan aturan yang telah dibuat dan disepakati, 
maka dibentuk organisasi Badan Pengelola 
Daerah Perlindungan Mangrove (BPDPM).

Peningkatan kapasitas masyarakat dan 
BPDPM difasilitasi oleh LSM Mitra Bentala 
bekerjasama dengan lembaga-lembaga donor me-
lalui berbagai kegiatan pelatihan. Peningkatan ka-
pasitas dapat dilihat dari meningkatnya penge-
tahuan, keterampilan dan sikap masyarakat Pulau 
Pahawang dan BPDPM dalam pengelolaan mang-
rove secara lestari. Sebagian besar masyarakat te-
lah mendukung dan mengakui mangrove di desa-
nya sebagai daerah perlindungan mangrove di ba-
wah pengelolaan BPDPM dengan aturan-aturan 
yang telah disepakati bersama. Partisipasi aktif  
masyarakat dalam pelestarian mangrove diperkuat 
oleh akses identitas sosial dan relasi sosialnya.

Sumber ( ): . Source Febryano (2014)et al. 

Gambar 2  Daerah perlindungan mangrove di Pulau Pahawang. .
Figure 2 Mangrove conservation area in Pahawang Island. .
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Peningkatan kapasitas BPDPM dapat dilihat 
dari keberhasilannya dalam pembibitan mang-
rove. Pada tahun 2010 BPDPM telah mendapat-
kan sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan 
untuk areal mangrove yang dikelolanya, dari Balai 
Perbenihan Tanaman  Hutan  Sumatera. Kerja-
sama pembuatan pembibitan mangrove juga 
dilakukan dengan BPHM II sebanyak 50.000 
bibit pada tahun 2011 dan 70.000 bibit pada 
tahun 2012. Keterlibatan masyarakat dan 
BPDPM dalam kegiatan ekowisata mangrove 
di desanya juga terkait dengan peningkatan 
kapasitas tersebut. Peningkatan kapasitas telah 
mendorong BPDPM untuk mengembangkan 
jejaring secara lebih luas dan berpartisipasi dalam 
membangun kesepakatan penyelamatan 
mangrove di pesisir Pulau Sumatera Kabupaten 
Pesawaran. BPDPM bersama dengan LSM Mitra 
Bentala juga terlibat memfasilitasi pembentukan 
dan pembinaan organisasi pengelolaan mangrove 
di beberapa desa sekitarnya. Selain itu, BPDPM 
sering diundang sebagai narasumber dalam 
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan 
mangrove secara lestari, baik di dalam maupun di 
luar Provinsi Lampung. Pengakuan terhadap 
kinerja BPDPM dalam pengelolaan mangrove 
diperoleh dari Pemerintah Provinsi Lampung 
pada tahun 2010 ketika Ketua BPDPM dianu-
gerahi penghargaan Kalpataru dengan kategori 
sebagai penyelamat lingkungan. Penghargaan ini 
merupakan pengakuan pemerintah bahwa 
inisiatif  dan partisipasi lokal yang muncul 
mampu mengelola sumberdaya mangrove secara 
lestari.

Fasilitasi yang dilakukan LSM Mitra Bentala 
sejak tahun 1997 dan kepercayaan masyarakat 
terhadap kinerja BPDPM membuat posisi 
BPDPM dan Aturan Daerah Perlindungan 
Mangrovenya menjadi kuat dan terlembagakan. 
Kelembagaan lokal mulai melemah di tahun 2011 
ketika BPDPM tidak mampu menegakkan aturan 
pada saat menghadapi investor yang merupakan 
pejabat pemerintahan dalam alih fungsi lahan 
mangrove menjadi vila dan kolam pemancingan. 
Hal ini terjadi karena struktur organisasi yang 
lemah dari BPDPM, yang menempatkan  kepala 
desa sebagai pelindung dan beberapa pengurus-
nya yang merupakan aparat pemerintahan desa. 
Akibatnya BPDPM terintervensi oleh kebijakan 

pemerintah desa yang tidak mendukung pengelo-
laan mangrove, padahal di tahun 2006 pemerintah 
desa sangat mendukung konservasi mangrove di 
wilayahnya. Aturan Daerah Perlindungan Mang-
rove semakin sulit ditegakkan ketika Ketua 
BPDPM dipekerjakan oleh investor sebagai tena-
ga keamanan di proyeknya. Melemahnya kelem-
bagaan lokal membuatnya tidak mampu meng-
hadapi intervensi investor yang memengaruhi 
politik di tingkat lokal.

C. Pembentukan Jejaring Penyelamatan 
Mangrove

Dalam rangka membangun sinergi berbagai 
pihak dalam penyelamatan mangrove di 
Kabupaten Pesawaran, LSM Mitra Bentala 
(bekerjasama dengan ) Sumatra Sustainable Support
melakukan beberapa kegiatan pada tahun 2009-
2010. Kegiatan tersebut antara lain konsultasi 
publik pengakuan pengelolaan mangrove berbasis 
masyarakat di tingkat desa (di Desa Pulau Paha-
wang) dan di tingkat kabupaten, seminar di tingkat 
provinsi, lokakarya di dua kecamatan pesisir dan 
negosiasi kebijakan di tingkat kabupaten. Loka-
karya multipihak dilakukan untuk membangun 
kesepakatan penyelamatan mangrove di pesisir 
Pulau Sumatera Kabupaten Pesawaran. Kegiatan 
lokakarya yang dilaksanakan di Kecamatan 
Padang Cermin pada tanggal 25 Maret 2010 dan di 
Kecamatan Punduh Pedada pada tanggal 27 Maret 
2010 menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu:
1. Menghentikan segala bentuk alih fungsi lahan 

pesisir terutama mangrove.
2. Adanya sinergi antar instansi terkait dalam pe-

netapan peruntukan kawasan pesisir.
3. Mendukung partisipasi masyarakat dalam pe-

ngelolaan sumberdaya mangrove.
4. Mendesak instansi terkait agar tidak menge-

luarkan izin pemanfaatan yang dapat menye-
babkan alih fungsi mangrove.

5. Memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku 
perusak lingkungan (petambak, pariwisata dan 
masyarakat) atau pihak lain.

6. Mendorong partisipasi pengusaha agar ber-
kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, 
kepedulian sosial terhadap masyarakat dan 
mendukung perbaikan sarana dan prasarana di 
wilayahnya.
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7. Perusahaan tambak harus melakukan peng-
olahan limbah tambaknya.

8. Pemerintah Kabupaten Pesawaran memfasi-
litasi desa-desa pesisir dalam pembuatan 
peraturan desa tentang pengelolaan sumber-
daya alam.

9. Meminta pihak emerintah dan DPRD Kabup -
paten Pesawaran untuk segera membuat aturan 
(per da , instruksi, SK dan lain-lain) aturan erah
tentang perlindungan mangrove.

10. Menindak tegas/memberikan sanksi terhadap 
para pengusaha tambak dan masyarakat yang 
melakukan perusakan terhadap lingkungan 
pesisir.

Rekomendasi tersebut selanjutnya digunakan 
sebagai bahan negosiasi kebijakan di tingkat kabu-
paten untuk mendorong adanya peraturan daerah 
pengelolaan mangrove di kantor Bupati Pesa-
waran pada tanggal 30 Maret 2010 yang dihadiri 
oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran beserta 
seluruh instansi terkait, DPRD, LSM Mitra 
Bentala, kepala desa dan tokoh masyarakat desa-
desa pesisir, Pusat Penelitian Pesisir dan Kelautan 
Universitas Lampung dan Lampung Mangrove 
Centre Universitas Lampung. Tidak ada tindak 
lanjut dari pertemuan ini karena tidak ada 
rancangan peraturan daerah yang pernah 
diusulkan oleh pihak eksekutif  kepada legislatif  
sehingga proses pembuatan perda pengelolaan 
mangrove hanya berjalan di tempat. Informan 
mengungkapkan:
“Tidak ada satu pun dinas terkait, terutama Dinas 
Perkebunan dan Kehutanan yang mau memperjuangkan 
perda pengelolaan mangrove secara serius. Sebenarnya 
usulan perda tersebut berasal dari eksekutif, sementara 
proses pembahasan dan pengesahannya berada di legislatif. 
Ketika tidak ada usulan, maka itu hanya menjadi wacana 
saja”.

Walaupun perda pengelolaan mangrove 
belum berhasil diwujudkan, tetapi upaya-upaya 
yang dilakukan oleh jejaring yang dikembangkan 
oleh LSM Mitra Bentala, masyarakat dan BPDPM 
mampu membentuk opini publik dan menekan 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk lebih 
peduli dan memberi perhatian terhadap mangrove 
di wilayahnya. Tekanan tersebut membuat Peme-
rintah Kabupaten Pesawaran ikut memberikan 
opini di media massa, menerima perwakilan jeja-

ring tersebut yang menyampaikan aspirasinya, 
membentuk Tim Monev Tambak dan menerbit-
kan SK Bupati Pesawaran tentang BPDPM 
Kecamatan Punduh Pedada Kabupaten 
Pesawaran. Namun upaya-upaya yang dilakukan 
belum cukup efektif  mendorong Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran untuk lebih tegas dalam 
mengimplementasikan kebijakannya.

Degradasi sumberdaya dan marginalisasi 
masyarakat lokal akibat konflik dalam pengelolaan 
mangrove yang melibatkan aktor-aktor dengan 
relasi kekuasaan yang tidak setara, sejalan dengan 
beberapa studi yang telah dilakukan oleh peneliti-
peneliti lain di berbagai lokasi. Cruz-Torres (2000) 
dalam studinya di Sinaloa, Meksiko menunjukkan 
bagaimana dampak negatif  dari konversi mang-
rove dan limbah tambak udang menimbulkan 
konflik sosial antara pengusaha dan masyarakat 
pedesaan yang dimotori oleh koperasi nelayan. 
Penelitian Vandergeest . (1999) di Thailand et al
memperlihatkan perlawanan LSM, kelompok 
lingkungan dan petani terhadap peningkatan 
budidaya udang. Ekspansi industri budidaya 
udang di di Teluk Fonseca, Honduras Selatan, 
menurut Dewalt . (1996) juga menimbulkan et al
konflik karena hanya individu dan perusahaan 
yang memiliki kekuasaan yang mampu mendapat-
kan akses konsesi untuk lahan pesisir dan hal 
tersebut merampas akses masyarakat miskin ke 
sumberdaya. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan 
oleh Vayda dan Walters (1999) di Teluk Bais, 
Negros dan Pulau Banacon, Bohol, Filipina, di 
mana pihak yang memiliki modal besar maupun 
tidak, secara bersama-sama telah melakukan 
restorasi dan destruksi mangrove di lokasi ter-
sebut.

Selain aktor-aktor yang terlibat langsung 
dalam pengelolaan mangrove, juga terdapat aktor 
lain yaitu TNI AL yang memiliki sebuah pang-
kalan angkatan laut di Teluk Ratai, Kecamatan 
Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Pang-
kalan ini secara resmi digunakan sejak tahun 1997 
dan diproyeksikan sebagai pengembangan 
Pangkalan TNI AL Wilayah Barat. Wilayahnya 
meliputi daerah seluas 2.761 ha yang terdiri dari 
perbukitan, sungai, pantai dan pulau. Keberadaan 
mangrove banyak ditemui di wilayah pesisirnya 
dan digunakan sebagai lokasi latihan tempur bagi 
prajurit TNI AL. Akses kewenangan yang dimiliki 
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TNI AL untuk mempertahankan kedaulatan wila-
yahnya, secara tidak langsung membuat keber-
adaan mangrove terjaga dengan baik karena tidak 
ada satu pun aktor yang berani mengklaim kepe-
milikan lahan dan melakukan konversi di wila-
yahnya. Kalaupun terjadi konversi, hal ini dilaku-
kan oleh pihak TNI AL untuk kepentingan pem-
buatan sarana dan prasarana pangkalan. Pihak 
TNI AL sering bekerjasama dengan berbagai 
pihak, seperti perusahaan swasta, BUMN, 
universitas, LSM, lembaga pendidikan dan lain-
lain dalam kegiatan pelestarian mangrove di 
wilayahnya.

V   I. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan  

Perilaku sebagian besar pengusaha yang tidak 
ramah lingkungan dengan mengonversi 
mangrove dan membuang limbah tambak ke 
perairan telah mengakibatkan degradasi ekosis-
tem pesisir dan memarginalkan masyarakat lokal. 
Walaupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesa-
waran telah mengakomodir fungsi lindung dari 
mangrove, namun implementasinya lebih men-
dukung intensifikasi tambak udang. Hal ini 
terkait dengan mekanisme akses struktural dan 
relasional yang dijalankan pengusaha, yang 
memungkinkannya melakukan konversi mang-
rove secara masif. Mekanisme tersebut juga mam-
pu meredam gejolak sosial yang muncul akibat 
kehadiran aktivitas tambak di wilayah tersebut. 
Jejaring yang dikembangkan LSM Mitra Bentala, 
BPDPM dan masyarakat belum cukup efektif  
mendorong Pemerintah Kabupaten Pesawaran 
untuk lebih tegas dalam mengimplementasikan 
kebijakannya.

B.  Rekomendasi

Ketegasan Pemerintah Kabupaten Pesawaran 
dalam mengimplementasikan kebijakan yang ter-
kait dengan pengelolaan mangrove secara lestari 
dapat didorong dengan memberikan tekanan-
tekanan yang lebih kuat melalui jejaring yang tidak 
hanya melibatkan LSM Mitra Bentala, masyarakat 
dan BPDPM, tetapi juga lembaga-lembaga 

lainnya seperti LSM lokal dan nasional serta 
universitas, lembaga penelitian dan lain-lain. 
Kekuatan jejaring ini diharapkan membuat 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran  menjadi lebih 
berpihak pada konservasi dan kelembagaan lokal 
pengelolaan mangrove. Implementasi kebijakan 
yang tegas, terutama dalam ketentuan pengen-
dalian pemanfaatan ruang yang meliputi 
ketentuan umum peraturan zonasi, perijinan, 
pemberian insentif  dan disinsentif  serta sanksi, 
akan membuat fungsi lindung dari mangrove 
dapat berjalan dengan baik. Insentif  yang 
diberikan kepada pemilik lahan untuk tetap 
mempertahankan mangrove di lahan miliknya 
sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku menjadi sangat penting karena sebagian 
besar mangrove di wilayah tersebut berada di luar 
kawasan hutan negara.

Relasi antara pengusaha tambak udang dengan 
jejaring tersebut dapat dijalin melalui akademisi 
untuk mengembangkan wawasan pengusaha 
menjadi lebih terbuka terhadap fungsi dan 
manfaat mangrove. Pengelolaan tambak udang 
intensif  mau tidak mau harus dilakukan 
pengusaha secara ramah lingkungan dengan 
mempertimbangkan keberadaan mangrove serta 
pengelolaan tambak dan limbah yang lebih baik 
sehingga lingkungan di sekitar tambak tidak 
tercemar dan keberlanjutan usaha tambak udang 
serta mata pencaharian masyarakat menjadi 
terjamin. Hal tersebut dapat dipadukan dengan 
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di bi-
dang lingkungan.

Inisiatif  dan partisipasi yang muncul dari 
masyarakat berupa kelembagaan lokal seperti 
organisasi BPDPM dan Aturan Daerah Per-
lindungan Mangrove di Pulau Pahawang, dapat 
dijadikan salah satu model pengelolaan 
sumberdaya alam di tingkat lokal. Namun, 
struktur organisasi kelembagaan lokal harus 
direvisi dengan tidak melibatkan unsur-unsur 
pemerintahan desa dalam strukur organisasinya. 
Pengurus organisasi juga tidak boleh terlibat 
dalam kegiatan investor di wilayah tersebut. Hal ini 
akan membuat organisasi menjadi lebih 
independen dan mampu bertahan dari intervensi 
aktor lainnya yang memengaruhi politik di tingkat 
lokal. Kelembagaan lokal tersebut mempunyai 
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peran penting dalam pembangunan pedesaaan 
karena dapat memobilisasi dan mengatur 
masyarakat untuk melakukan tindakan kolektif  
dalam pengelolaan mangrove secara lestari 
sehingga melembagakan praktik-praktik yang 
ramah lingkungan.

Konservasi mangrove dapat disinergikan 
dengan menciptakan peluang dalam peningkatan 
alternatif  mata pencaharian masyarakat dan pada 
akhirnya akan menurunkan tekanan terhadap 
mangrove. Kegiatan tersebut dapat memberikan 
insentif  bagi masyarakat setempat sehingga 
membangun rasa memiliki dan tanggung jawab 
masyarakat terhadap lingkungan. Keberhasilan 
kelembagaan lokal dan peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya mang-
rove secara lestari sangat membantu Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran dalam pembangunan ma-
syarakat perdesaan di wilayah pesisirnya. Untuk 
itu diperlukan upaya berkelanjutan yang dapat 
dilakukan dengan mendorong kelembagaan lokal, 
meningkatkan kapasitas masyarakat melalui 
penyuluhan dan pelatihan, membangun kesadaran 
masyarakat untuk berbudaya ramah lingkungan, 
peningkatan sarana dan prasarana umum dan 
lain-lain.
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